
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 
REPUBLIK INDONESIA 

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 
REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 22 TAHUN 2013 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA 
MINERAL NOMOR 18 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA 

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas 

Mengingat 

pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Energi dan 
Sumber Daya Mineral, perlu menyempurnakan Peraturan 
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tabun 
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 
Energi dan Sumber Daya Mineral; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri 
Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 
Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; 

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4916); 

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tanggal 3 
November 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi 
Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 
Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 141); 

3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tanggal 14 April 
2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian 
Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi 
Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 38 
Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2013 Nomor 90); 

4. Keputusan ... 
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4. Keputusan Presiden Nomor 59jP Tahun 2011 tanggal 
180ktober 2011; 

5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 
Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552); 

Memperhatikan: Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor Bj2160jM.PAN-RBj6j2013 
tanggal 25 Juni 2013 hal Penataan Organisasi dan Tata 
Kerja serta pembentukan UPT di lingkungan Kementerian 
ESDM; 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

: PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA 
MINERAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 
18 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA 
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Energi dan 
Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber 
Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 552), diubah sebagai berikut: 

1. Di an tara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) pasal, 
yakni PasallA sehingga berbunyi sebagai berikut: 

PasallA 

Dalam memimpin Kementerian Energi dan Sumber Daya 
Mineral, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dibantu 
oleh Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. 

2. Di an tara BAB I dan BAB II disisipkan 1 (satu) BAB, 
yakni BAB IA sehingga berbunyi se bagai berikut: 

BABIA 

WAKIL MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 

Pasal3A 

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal lA berada di bawah 
dan bertanggung jawab kepada Menteri Energi dan 
Sumber Daya Mineral. 

Pasal3B ... 
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Pasal3B 

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 
mempunyai tugas membantu Menteri Energi dan Sumber 
Daya Mineral dalam memimpin pelaksanaan tugas 
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. 

Pasal3C 

Ruang lingkup bidang tugas Wakil Menteri Energi dan 
Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
3B, yaitu: 

a. membantu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 
dalam perumusan dan/ atau pelaksanaan kebijakan 
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; dan 

b. membantu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 
dalam mengoordinasikan pencapaian kebijakan 
strategis lintas unit organisasi eselon I di lingkungan 
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. 

Pasal3D 

Rincian tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3C, 
meliputi: 

a. membantu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 
dalam proses pengambilan keputusan Kementerian 
Energi dan Sumber Oaya Mineral; 

b. membantu Menteri Energi dan Sumber Oaya Mineral 
dalam melaksanakan program kerja dan kontrak 
kinerja; 

c. memberikan rekomendasi dan pertimbangan kepada 
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral berkaitan 
dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian 
Energi dan Sumber Daya Mineral; 

d. melaksanakan pengendalian dan pemantauan 
pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Energi dan 
Sumber Daya Mineral; 

e. membantu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 
dalam penilaian dan penetapan pengisian jabatan di 
lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya 
Mineral; 

f. melaksanakan pengendalian reformasi birokrasi di 
lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya 
Mineral; 

g. mewakili ... 
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g. mewakili Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 
pada acara tertentu dan/ atau memimpin rapat sesuai 
dengan penugasan Menteri Energi dan Sumber Daya 
Mineral; 

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Menteri 
Energi dan Sumber Daya Mineral; dan 

i. dalam hal tertentu, Wakil Menteri Energi dan Sumber 
Daya Mineral melaksanakan tugas khusus yang 
diberikan langsung oleh Presiden atau melalui Menteri 
Energi dan Sumber Daya Mineral. 

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal4 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri atas: 

a. Sekretariat Jenderal; 

b. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi; 

c. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan; 

d. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara; 

e. Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan 
Konservasi Energi; 

f. Inspektorat J enderal; 

g. Badan Geologi; 

h. Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan 
Sumber Daya Mineral; 

i. Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber 
Daya Mineral; 

J. Staf Ahli Bidang Kelembagaan dan Perencanaan 
Strategis; 

k. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan; 

1. Staf Ahli Bidang Investasi dan Produksi; 

m. Staf Ahli Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup; 

n. Staf Ahli Bidang Komunikasi dan Sosial 
Kemasyarakatan; 

o. Pusat Data dan Teknologi Informasi Energi dan 
Sumber Daya Mineral; 

p. Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara; dan 

q. Pusat Komunikasi Publik. 

4. Ketentuan ... 
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4. Ketentuan Pasa! 8 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasa18 

Sekretariat Jendera! terdiri atas: 

a. Biro Perencanaan dan Kerja Sarna; 

b. Biro Kepegawaian dan Organisasi; 

c. Biro Keuangan; 

d. Biro Hukum; dan 

e. Biro Umum. 

5. Ketentuan Bagian Keenam dan Pasal 66, Pasal 67, Pasal 
68, Pasa! 69, Pasal 70, Pas a! 71, Pasal 72, Pasa! 73, Pasal 
74, Pasa! 75, Pasa! 76, Pasa! 77, Pasa! 78, Pasa! 79, Pasa! 
80, Pasa! 81, Pasal 82, Pasa! 83, dan Pasa! 84 diubah 
sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Bagian Keenam 

Biro Hukum 

Pasa!66 

Biro Hukum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi 
dan penyusunan peraturan perundang-undangan, 
penelaahan hukum, dan bantuan hukum. 

Pasa!67 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasa!66, Biro Hukum menye!enggarakan fungsi: 

a. koordinasi pelaksanaan penyusunan peraturan 
perundang-undangan, penelaahan dan pertimbangan 
hukum, dan bantuan hukum; 

b. penyusunan peraturan perundang-undangan, serta 
penge!o!aan dokumentasi dan informasi hukum; 

c. pelaksanaan penelaahan dan pertimbangan hukum; 
dan 

d. pe!aksanaan pemberian bantuan hukum. 

Pasa168 

Biro Hukum terdiri atas: 

a. Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan I; 

b. Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan II; 

c. Bagian Pene!aahan Hukum; 

d. bagian ... 
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d. Bagian Bantuan Hukum; dan 

e. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Pasa169 

Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan I 
mempl.lnyai tUiilS melaksanakan penyiapan koordinasi 
dan penyusunan peraturan fjerufidang-undanglln di 
bidang minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, energi 
baru, terbarukan, dan konservasi energi. 

Pasa170 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 69, Bagian Penyusunan Peraturan Perundang
undangan I menyelenggarakan fungsi: 
a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan 

peraturan perundang-undangan di bidang minyak dan 
gas bumi; 

b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan 
peraturan perundang-undangan di bidang 
ketenagalistrikan; dan 

c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan 
peraturan perundang-undangan di bidang energi baru, 
terbarukan, dan konservasi energi. 

Pasal71 

Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan I 
terdiri atas: 

a. SUbbagian Penyusunan Peraturan Perundang-
undangan Minyak dan Gas Bumi; 

b. Subbagian Penyusunan Peraturan Perundang-
undangan Ketenagalistrikan; dan 

c. Subbagian Penyusunan Peraturan Perundang-
undangan Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi 
Energi. 

Pasa172 

(1) SUbbagian Penyusunan Peraturan Perundang-
undangan Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas 
melakukan penyiapan bahan koordinasi dan 
penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang 
minyak dan gas bumi. 

(2) Subbagian ... 
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(2) Subbagian Penyusunan Peraturan Perundang-
undangan Ketenagalistrikan mempunyai tugas 
melakukan penyiapan bahan koordinasi dan 
penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang 
ketenagalistrikan. 

(3) Subbagian Penyusunan Peraturan Perundang-
undangan Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi 
Energi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 
koordinasi dan penyusunan peraturan perundang
undangan di bidang energi baru, terbarukan, dan 
konservasi energi. 

Pasa173 

Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan II 
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi 
dan penyusunan peraturan perundang-undangan di 
bidang mineral dan batubara, geologi, dan penunjang serta 
pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum. 

Pasa174 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 73, Bagian Penyusunan Peraturan Perundang
undangan II menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan 
peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan 
batubara, serta pengelolaan dokumentasi dan 
informasi hukum; dan 

b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan 
peraturan perundang-undangan di bidang geologi dan 
lingkup tugas Sekretariat J enderal, Inspektorat 
Jenderal, Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan 
Sumber Daya Mineral, dan Badan Penelitian dan 
Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral. 

Pasal75 

Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan II 
terdiri atas: 

a. SUbbagian Penyusunan Peraturan Perundang-
undangan Mineral dan Batubara; dan 

b. Subbagian Penyusunan Peraturan Perundang-
undangan Geologi dan Penunjang. 

Pasal 76 ... 
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Pasal 76 

(1) Subbagian Penyusunan Pe ratu ran Perundang-
undangan Mineral dan Batubara mempunyai tugas 
melakukan penyiapan bahan koordinasi dan 
penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang 
mineral dan batubara, serta pengelolaan dokumentasi 
dan informasi hukum. 

(2) Subbagian Penyusunan Peraturan Perundang-
undangan Geologi dan Penunjang mempunyai tugas 
penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan 
peraturan perundang-undangan di bidang geologi dan 
lingkup tugas Sekretariat Jenderal, Inspektorat 
Jenderal, Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan 
Sumber Daya Mineral, dan Badan Penelitian dan 
Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral. 

Pasal77 

Bagian Penelaahan Hukum mempunyai tugas 
melaksanakan penyiapan koordinasi, penelaahan, dan 
pertimbangan hukum. 

Pasal 78 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 77, Bagian Penelaahan Hukum menyelenggarakan 
fungsi: 

a. penyiapan koordinasi, penelaahan dan pertimbangan 
hukum di bidang minyak dan gas bumi; 

b. penyiapan koordinasi, penelaahan dan pertimbangan 
hukum di bidang ketenagalistrikan, energi baru, 
terbarukan, dan konservasi energi; dan 

c. penyiapan koordinasi, penelaahan dan pertimbangan 
hukum di bidang mineral, batubara dan geologie 

Pasal79 

Bagian Penelaahan Hukum terdiri atas: 

a. Subbagian Penelaahan Hukum Minyak dan Gas Bumi; 

b. Subbagian Penelaahan Hukum Ketenagalistrikan, 
Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi; dan 

c. Subbagian Penelahaan Hukum Mineral, Batubara, dan 
Geologi. 

Pasa180 ... 
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Pasal80 

(1) Subbagian Penelaahan Hukum Minyak dan Gas Bumi 
mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, 
penelaahan dan pertimbangan hukum di bidang 
minyak dan gas bumi. 

(2) Subbagian Penelaahan Hukum Ketenagalistrikan, 
Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi 
mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, 
penelaahan dan pertimbangan hukum di bidang 
ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan, dan 
konservasi energi. 

(3) SUbbagian Penelahaan Hukum Mineral, Batubara, dan 
Geologi mempunyai tugas melakukan penyiapan 
koordinasi, penelaahan dan pertimbangan hukum di 
bidang mineral, batubara, dan geologia 

Pasa181 

Bagian Bantuan Hukum mempunyai tugas melaksanakan 
penyiapan koordinasi dan pemberian bantuan hukum. 

Pasa182 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 81, Bagian Bantuan Hukum menyelenggarakan 
fungsi: 

a. penyiapan bahan koordinasi dan pemberian bantuan 
hukum di bidang minyak dan gas bumi; 

b. penyiapan bahan koordinasi dan pemberian bantuan 
hukum di bidang ketenagalistrikan, energi baru, 
terbarukan, dan konservasi energi; dan 

c. penyiapan bahan koordinasi dan pemberian bantuan 
hukum di bidang mineral, batubara, dan geologia 

Pasal83 

Bagian Bantuan Hukum terdiri atas: 

a. Subbagian Bantuan Hukum Minyak dan Gas Bumi; 

b. Subbagian Bantuan Hukum Ketenagalistrikan, Energi 
Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi; dan 

c. Subbagian Bantuan Hukum Mineral, Batubara, dan 
Geologi. 

Pasal84 ... 
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Pasal84 

(1) SUbbagian Bantuan Hukum Minyak dan Gas Bumi 
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 
koordinasi dan pemberian bantue.n hukum di bidang 
minyak dan gas bumi. 

(2) Subbagian Bantuan Hukum Ketenagalistrikan, Energi 
Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi mempunyai 
tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan 
pemberian bantuan hukum di bidang 
ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan, dan 
konservasi energi serta urusan tata usaha Biro. 

(3) SUbbagian Bantuan Hukum Mineral, Batubara, dan 
Geologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 
koordinasi dan pemberian bantuan hukum di bidang 
mineral, batubara dan geologi. 

6. Ketentuan Pasal 89, Pasal 90, dan Pasal 91 diubah 
sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal89 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 88, Bagian Tata Usaha dan Kearsipan 
menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan bahan pembinaan dan pengelolaan urusan 
tata usaha Kementerian Energi dan Sumber Daya 
Mineral; 

b. pengelolaan urusan tata usaha Menteri Energi dan 
Sumber Daya Mineral, Wakil Menteri Energi dan 
Sumber Daya Mineral, Sekretaris Jenderal, dan Staf 
Ahli;dan 

c. penyiapan pembinaan dan pengelolaan kearsipan 
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. 

Pasal90 

Bagian Tata Usaha dan Kearsipan terdiri atas: 

a. Subbagian Tata Usaha Menteri; 

b. Subbagian Tata Usaha Wakil Menteri; 

c. SUbbagian Tata Usaha Sekretaris Jendera1; 

d. Subbagian Tata Usaha Staf Ahli; dan 

e. Subbagian Kearsipan. 

Pasal91 ... 
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Pasal91 

(1) Subbagian Tata Usaha Menteri mempunyai tugas 
melakukan pengelolaan urusan tata usaha Menteri 
Energi dan Sumber Daya Mineral. 

(2) Subbagian Tata Usaha Wakil Menteri mempunyai 
tugas melakukan pengelolaan urusan tata usaha Wakil 
Ment.,ri ~l"u!rst dAn 8umbor Oaya. Mineral. 

(3) Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal mempunyai 
tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan 
pengelolaan urusan tata usaha Kementerian Energi 
dan Sumber Daya Mineral, serta pengelolaan urusan 
tata usaha Sekretaris J enderal. 

(4) Subbagian Tata Usaha Staf Ahli mempunyai tugas 
melakukan pengelolaan urusan tata usaha para Staf 
Ahli. 

(5) Subbagian Kearsipan mempunyai tugas melakukan 
penyiapan bahan pembinaan dan pengelolaan 
kearsipan Kementerian Energi dan Sumber Daya 
Mineral. 

7. Ketentuan Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95 diubah sehingga 
berbunyi sebagai berikut: 

Pasa193 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 92, Bagian Protokol menyelenggarakan fungsi: 

a. pelaksanaan urusan keprotokolan Menteri Energi dan 
Sumber Daya Mineral; 

b. pelaksanaan urusan keprotokolan Wakil Menteri 
Energi dan Sumber Daya Mineral, Sekretariat Jenderal, 
dan Staf Ahli, serta penyiapan bahan pembinaan 
keprotokolan Kementerian Energi dan Sumber Daya 
Mineral; dan 

c. pelaksanaan penatausahaan perjalanan Menteri Energi 
dan Sumber Daya Mineral, Wakil Menteri Energi dan 
Sumber Daya Mineral, Sekretaris Jenderal, dan Staf 
Ahli. 

Pasal94 

Bagian Protokol terdiri atas: 

a. SUbbagian Protokol Menteri; 

b. SUbbagian Protokol Wakil Menteri dan Sekretariat 
J enderal; dan 

c. Subbagian Penatausahaan Perjalanan Pimpinan. 

Pasal 95 ... 
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Pasal95 

(1) Subbagian Protokol Menteri mempunyai tugas 
melakukan urusan keprotokolan Menteri Energi dan 
Sumber Daya Mineral. 

(2) Subbagian Protokol Wakil Menteri dan Sekretariat 
Jenderal mempunyai tugaa melakukan urusan 
keprotokolan Wakil Menteri Energi dan Sumber Da.ya 
Mineral, Sekretariat Jenderal, dan Staf Ahli, serta 
penyiapan bahan pembinaan keprotokolan 
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. 

(3) Subbagian Penatausahaan Perjalanan Pimpinan 
mempunyai tugas melakukan penatausahaan 
perjalanan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, 
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, 
Sekretaris Jenderal, dan Staf Ahli. 

8. Keten tuan Pasal 100, Pasal 101, Pasal 102, Pasal 103 
diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

PasallOO 

Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan 
urusan kerumahtanggaan Menteri Energi dan Sumber 
Daya Mineral, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya 
Mineral, dan Sekretariat Jenderal, serta penyiapan 
pembinaan urusan kerumahtanggaan Kementerian Energi 
dan Sumber Daya Mineral. 

Pasal 101 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 100, Bagian Rumah Tangga menyelenggarakan 
fungsi: 

a. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan Menteri Energi 
dan Sumber Daya Mineral dan Wakil Menteri Energi 
dan Sumber Daya Mineral; 

b. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan Sekretariat 
Jenderal, serta penyiapan pembinaan urusan 
kerumahtanggaan Kementerian Energi dan Sumber 
Daya Mineral; dan 

c. pelaksanaan urusan pemeliharaan sarana dan 
prasarana Sekretariat Jenderal dan gedung 
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. 

Pasall02 ... 
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Pasal102 

Bagian Rumah Tangga terdiri atas: 

a. Subbagian Rumah Tangga Menteri dan Wakil Menteri; 

b. SUbbagian Rumah Tangga Sekretariat Jenderal; dan 

c. Subbagian Pemeliharaan. 

Pasa!103 

(1) Subbagian Rumah Tangga Menteri dan Wakil Menteri 
mempunyai tugas melakukan urusan 
kerumahtanggaan Menteri Energi dan Sumber Daya 
Mineral dan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya 
Mineral. 

(2) Subbagian Rumah Tangga Sekretariat Jenderal 
mempunyai tugas melakukan urusan 
kerumahtanggaan Sekretariat Jenderal, serta 
penyiapan pembinaan urusan kerumahtanggaan 
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. 

(3) Subbagian Pemeliharaan mempunyai tugas melakukan 
urusan pemeliharaan sarana dan prasarana 
Sekretariat Jendera! dan gedung Kementerian Energi 
dan Sumber Daya Mineral. 

9. Ketentuan BAB XIII dan Pasa! 888, Pasal 889, Pasal 890, 
Pasal 891, Pasal 892, Pasa! 893, Pasal 894, Pasa! 895, 
Pasal 896, Pasal 897, Pasal 898, Pasal 899, Pasa! 900, 
Pasal 901, Pasal 902, Pasal 903, Pasal 904, Pasal 905, 
Pasa! 906, Pasa! 907, Pasal 908, Pasal 909 diubah 
sehingga berbunyi sebagai berikut: 

BAB XIII 

PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI 

ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 

Bagian Kesatu 

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi 

Pasal888 

(1) Pusat Data dan Teknologi Informasi Energi dan Sumber 
Daya Mineral berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 
melalui Sekretaris J enderal. 

(2) Pusat ... 
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(2) Pusat Data dan Teknologi Informasi Energi dan Sumber 
Daya Mineral dipimpin oleh seorang Kepala Pusat. 

Pasal889 

Pusat Data dan Teknologi Informasi Energi dan Sumber 
Daya Mineral mempunyai tugas melaksanakan 
pengelolaan data dan teknologi informasi, serta analisis 
dan evaluasi data strategis energi dan sumber daya 
mineral. 

Pasal890 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 889, Pusat Data dan Teknologi Informasi Energi dan 
Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi: 

a. koordinasi pengelolaan data Kementerian Energi dan 
Sumber Daya Mineral secara terintegrasi; 

b. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan 
program pengelolaan data, analisis dan evaluasi data 
strategis, serta teknologi sistem informasi energi dan 
sumber daya mineral; 

c. pelaksanaan pengelolaan data, analisis dan evaluasi 
data strategis, serta teknologi sistem informasi energi 
dan sumber daya mineral; 

d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
pengelolaan data, analisis dan evaluasi data strategis, 
serta teknologi sistem informasi energi dan sumber 
daya mineral; dan 

e. pelaksanaan administrasi Pusat Data dan Teknologi 
Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral. 

Pasa1891 

Pusat Data dan Teknologi Informasi Energi dan Sumber 
Daya Mineral terdiri atas: 

a. Bagian Tata Usaha; 

b. Bidang Pengelolaan Data; 

c. Bidang Analisis dan Evaluasi Data Strategis; 

d. Bidang Teknologi Informasi; dan 

e. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Pasal892 

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan 
penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, 
anggaran, administrasi keuangan, serta pelaksanaan 
urusan kepegawaian, rumah tangga, ketatausahaan, 
hukum, dan kearsipan. 

PasaI893 ... 
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Pasal893 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 892, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan 
fungsi: 

a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, 
program, dan anggaran, pelaksanaan administrasi 
keuangan, serta penyiapan bahan pemantauan, 
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Pusat 
Data dan Teknologi Informasi Energi dan Sumber Daya 
Mineral; dan 

b. pelaksanaan urusan kepegawaian, rumah tangga, 
ketatausahaan, hukum, dan kearsipan. 

Pasal894 

Bagian Tata Usaha terdiri atas: 

a. Subbagian Rencana dan Keuangan; dan 

b. SUbbagian Umum. 

Pasal895 

(1) SUbbagian Rencana dan Keuangan mempunyai tugas 
melakukan penyiapan bahan koordinasi dan 
penyusunan rencana, program, dan anggaran, 
pelaksanaan administrasi keuangan, serta penyiapan 
bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan kegiatan Pusat Data dan Teknologi 
Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral. 

(2) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan 
urusan kepegawaian, rumah tangga, ketatausahaan, 
hukum, dan kearsipan. 

Pasa1896 

Bidang Pengelolaan Data mempunyai tugas melaksanakan 
penyiapan pengelolaan data minyak dan gas bumi, 
mineral, batubara, energi baru, energi terbarukan, 
konservasi energi, listrik, dan geologi. 

Pasal897 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 896, Bidang Pengelolaan Data menyelenggarakan 
fungsi: 

a. penyiapan bahan pengelolaan data minyak dan gas 
bumi; dan 

b. penyiapan ... 



- li-

b. penyiapan bahan pengelolaan data mineral, batubara, 
energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, 
listrik, dan geologi. 

Pasa1898 

Bidang Pengelolaan Data terdiri atas: 

a. Subbidang Pengelolaan Data Minyak dan Gas Bumi; 
dan 

b. Subbidang Pengelolaan Data Mineral, Batubara, Energi 
Baru dan Terbarukan, Listrik, dan Geologi. 

Pasa1899 

(1) Subbidang Pengelolaan Data Minyak dan Gas Bumi 
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 
pengelolaan data minyak dan gas bumi. 

(2) Subbidang Pengelolaan Data Mineral, Batubara, Energi 
Baru dan Terbarukan, Listrik, dan Geologi mempunyai 
tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan data 
mineral, batubara, energi baru, energi terbarukan, 
konservasi energi, listrik, dan geologi. 

Pasal900 

Bidang Analisis dan Evaluasi Data Strategis mempunyai 
tugas melaksanakan penyiapan analisis dan evaluasi data 
strategis minyak dan gas bumi, mineral, batubara, energi 
baru, energi terbarukan, konservasi energi, listrik, dan 
geologi. 

Pasal901 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 900, Bidang Analisis dan Evaluasi Data Strategis 
menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan bahan analisis dan evaluasi data strategis 
minyak dan gas bumi; dan 

b. penyiapan bahan analisis dan evaluasi data strategis 
mineral, batubara, energi baru, energi terbarukan, 
konservasi energi, listrik, dan geologi. 

Pasal902 

Bidang Analisis dan Evaluasi Data Strategis terdiri atas: 

a. Subbidang Analisis dan Evaluasi Data Strategis Minyak 
dan Gas Bumi; dan 

b. Subbidang ... 
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b. Subbidang Analisis 
Mineral, Batubara, 
Listrik, dan Geologi. 

Pasal903 

dan Evaluasi Data Strategis 
Energi Baru dan Terbarukan, 

(1) Subbidang Analisis dan Evaluasi Data Strategis 
Minyak dan Gas Bum! mempunyai tugas melakukan 
penyiapan bahan analisis dan evaluasi data strategis 
minyak dan gas bumi. 

(2) Subbidang Analisis dan Evaluasi Data Strategis 
Mineral, Batubara, Energi Baru dan Terbarukan, 
Listrik, dan Geologi mempunyai tugas melakukan 
penyiapan bahan analisis dan evaluasi data strategis 
mineral, batubara, energi baru, energi terbarukan, 
konservasi energi, listrik, dan geologi. 

Pasal904 

Bidang Teknologi Informasi mempunyai tugas 
melaksanakan pemanfaatan dan penerapan, serta 
pengelolaan teknologi sistem informasi energi dan sumber 
daya mineral. 

Pasal905 

Dalam mela.ksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 904, Bidang Teknologi Informasi menyelenggarakan 
fungsi: 

a. penYlapan bahan pengkajian perkembangan dan 
pemanfaatan, rumusan rencana dan program 
pengelolaan, pelaksanaan penerapan dan pemanfaatan 
teknologi sistem informasi, serta jaringan komunikasi; 
dan 

b. penyiapan bahan pemeliharaan, evaluasi, dan 
penyiapan kebijakan teknis penerapan dan integrasi 
teknologi sistem informasi manajemen, serta sistem 
jaringan komunikasi. 

Pasal906 

Bidang Teknologi Informasi terdiri atas: 

a. Subbidang Perencanaan dan Penerapan Teknologi 
Informasi; dan 

b. Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Teknologi 
Informasi. 

PasaI907 ... 



Pasal907 

(1) Subbidang Perencanaan dan Penerapan Teknologi 
Informasi mempunyai tugas melakukan pengkajian 
perkembangan dan pemanfaatan, rumusan rencana 
dan program pengelolaan, pelaksanaan penerapan dan 
pemanfaatan teknologi informasi, serta jaringan 
komunikasi. 

(2) Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Teknologi 
Informasi mempunyai tugas melakukan pemeliharaan, 
evaluasi, dan penyiapan norma, standar, kriteria 
penerapan dan integrasi teknologi informasi 
manajemen, serta sistem jaringan komunikasi. 

Bagian Ketiga 

Jabatan Fungsional 

Pasa1908 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Pusat Data dan 
Teknologi Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral 
terdiri atas Pranata Komputer, Statistisi, dan jabatan 
fungsional tertentu lainnya. 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan kegiatan 
berdasarkan jabatan fungsional masing-masing sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasa1909 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri atas 
Jabatan Fungsional Tertentu dibagi ke dalam berbagai 
kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. 

(2) Masing-masing kelompok Jabatan Fungsional 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan 
oleh seorang Pejabat Fungsional yang diangkat oleh 
Kepala Pusat. 

(3) Jumlah Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan 
beban kerja. 

(4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

10. Ketentuan ... 
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10. Ketentuan Pasal 914, Pasal 915, Pasal 916, Pasal 917 
diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasa1914 

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan 
ponyiapan kQgrtUn~u.i d-.n p.ny\l.Yn~n r"nQ~n.. pn~Br.mt 
anggaran, administrasi keuangan, serta pelaksattaart 
urusan kepegawaian, rumah tangga, ketatausahaan, dan 
hukum, kearsipan. 

Pasa1915 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasa1914, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan 
rencana, program, dan anggaran, pelaksanaan 
administrasi keuangan, serta penyiapan bahan 
pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
kegiatan Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara; dan 

b. pelaksanaan urusan kepegawaian, rumah tangga, 
ketatausahaan, hukum, dan kearsipan. 

Pasa1916 

Bagian Tata Usaha terdiri atas: 

a. Subbagian Rencana dan Keuangan; dan 

b. Subbagian Umum. 

Pasa1917 

(1) Subbagian Rencana dan Keuangan mempunyai tugas 
penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, 
program, dan anggaran, pelaksanaan administrasi 
keuangan, serta penyiapan bahan pemantauan, 
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Pusat 
Pengelolaan Barang Milik Negara. 

(2) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan 
urusan kepegawaian, rumah tangga, ketatausahaan, 
hukum, dan kearsipan. 

11. Di antara ... 
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11. Di an tara BAB XIV dan BAB XV disisipkan 1 (satu) BAB, 
yakni BAB XIVA sehingga berbunyi sebagai berikut: 

BAB XIVA 

PUSAT KOMUNlKASI PUBLIK 

Bagian Kesatu 

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi 

Pasal931A 

(1) Pusat Komunikasi Publik berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Menteri Energi dan Sumber 
Daya Mineral melalui Sekretaris J enderal. 

(2) Pembinaan secara administratif dan teknis fungsional 
terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat 
Komunikasi Publik dilakukan oleh Sekretaris Jenderal. 

(3) Pusat Komunikasi Publik dipimpin oleh Kepala Pusat. 

Pasal931B 

Pusat Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan 
penyebarluasan informasi dan publikasi, hubungan 
lembaga dan media, dokumentasi dan analisis berita 
bidang energi dan sumber daya mineral. 

Pasal931C 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 931B, Pusat Komunikasi Publik menyelenggarakan 
fungsi: 

a. koordinasi penyelenggaraan komunikasi publik 
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; 

b. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program 
komunikasi publik Kementerian Energi dan Sumber 
Daya Mineral; 

c. penyampaian kebijakan publik, strategi dan program 
serta pemberian penjelasan dan merespon masalah 
dan isu publik selaku juru bicara Kementerian Energi 
dan Sumber Daya Mineral; 

d. pelaksanaan pelayanan informasi, publikasi, dan 
pameran; 

e. pelaksanaan peliputan, hubungan lembaga dan media; 

f. pengelolaan ... 
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f. pengelolaan dokumentasi, dan analisis berita, oplnl 
publik, dan isu strategis sektor energi dan sumber 
daya mineral, serta pengelolaan perpustakaan; dan 

g. pelaksanaan administrasi Pusat Komunikasi Publik. 

Bagian Kedua 

Susunan Organisasi 

Pasal931D 

Pusat Komunikasi Publik terdiri atas: 

a. Bagian Tata Usaha; dan 

b. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Pasal931E 

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan 
penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, 
anggaran, administrasi keuangan, serta pelaksanaan 
urusan kepegawaian, rumah tangga, ketatausahaan, 
hukum, dan kearsipan. 

Pasal931F 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasa1931E, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, 
program, dan anggaran, pelaksanaan administrasi 
keuangan, serta penyiapan bahan pemantauan, 
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Pusat 
Komunikasi Publik; dan 

b. pelaksanaan urusan kepegawaian, rumah tangga, 
ketatausahaan, hukum, dan kearsipan. 

Pasal931G 

Bagian Tata Usaha terdiri atas: 

b. Subbagian Rencana dan Keuangan; dan 

c. Subbagian Umum. 

Pasal931H 

(1) Subbagian Rencana dan Keuangan mempunyai tugas 
melakukan penyiapan bahan koordinasi dan 
penyusunan rencana, program, dan anggaran, 
pelaksanaan administrasi keuangan, serta penyiapan 
bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan kegiatan Pusat Komunikasi Publik. 

(2) Subbagian ... 
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(2) SUbbagian Umum mempunyai tugas melakukan 
urusan kepegawaian, rumah tangga, ketatausahaan, 
hukum, dan kearsipan. 

Bagian Ketiga 

Jabatan Fungsional 

Pasal931I 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Pusat Komunikasi 
Publik terdiri atas Pranata Humas, Pustakawan, dan 
Jabatan Fungsional tertentu lainnya. 

(2) Kelompok Jabatan J-.ungsional sebagaiinana dimaksud 
pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan kegiatan 
berdasarkan jabatan fungsional masing-masing sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasa1931J 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri atas 
Jabatan Fungsional Tertentu dibagi ke dalam berbagai 
kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. 

(2) Masing-masing kelompok Jabatan Fungsional 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan 
oleh seorang Pejabat Fungsional yang diangkat oleh 
Kepala Pusat. 

(3) Jumlah Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan 
beban kerja. 

(4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

12. Ketentuan Pasal 948 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal948 

(1) Struktur organisasi Kementerian Energi dan Sumber 
Daya Mineral dan satuan organisasi di bawah 
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 
tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran 
XII, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Menteri ini. 

(2) Ketentuan ... 



- 23 -

(2) Ketentuan Lampiran I, Lampiran II, Lampiran II-4, 
Lampiran II-5, Lampiran XI, dan Lampiran XII diubah 
sehingga menjadi Lampiran I, Lampiran II, Lampiran 
II-4, Lampiran II-5, Lampiran XI, dan Lampiran XII 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Menteri inL 

(3) Struktur satuan organisasi di bawah Kementerian 
Energi dan Sumber Daya Mineral ditambah Pusat 
Komunikasi Publik sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Menteri inL 

PasalII 

Peraturan Menteri lnl mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 
dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal14 Agustus 2013 

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 
REPUBLIK INDC)NESIA, 

ttd. 

JERO WACIK 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal14 Agustus 2013 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

AMIR SY AMSUDIN 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOM OR 1022 

. an sesuai dengan aslinya 
",-~,,,,,,,,,,,,,",,,,,,,,I DAN SUMBER DAYA MINERAL 

~..x~~71t'~~'l ukum dan Humas, 



LAMPIRAN I 

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 22 TAHUN 2013 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 
NOMOR 18 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN 
ENERGI DAN SUMBER DAY A MINERAL 

STRUKTUR ORGANISASI 

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 

r 

~= 

INSPEKTORAT 
JENDERAL 

MENTERI 

WAKIL MENTER! 

1 

r-----------

I 

SEKRETARIAT 
JENDERAL 

I 1 
DIREKTORAT 

JENDERAL 
MINYAK DAN GAS 

BUMI 

DIREKTORAT 
JENDERAL 

KETENAGALISTRIKAN 

DIREKTORAT 
JENDERAL 

MINERAL DAN 
BATUBARA 

DIREKTORAT 
JEl'fDERL El'fERGI 

BARU,TERBARUKAl'f, 
DAN KOl'fSERV ASI 

El'fERGI 

BADAN GEOLOGI 

BADAN 
PENELITIAN DAN 
PENGEMBANGAN 

ENERGI DAN SUMBER 
DAYA MINERAL 

BADAN 
Pl:lfl)IDIKAN DAN 

PELATIHAR ENERGI 
DAR SUMBER DAYA 

IllNERAL 

Staf ahli terdiri atas: 
a. Staf Ahli Bidang Kelembagaan dan Perencanaan Strategis; 
b. Star Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan; 
c. Star Ahli Bidang Investasi dan Produksi; 
d. Staf Ahli Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup; dan 
e. Star Ahli Bidang Komunikasi dan Sosial Kemasyarakatan. 

u ---~ --,-------r i - - - - - - -. - - ,..~_-_-_-_'L..' _--L ___ --, 

PUSAT 
DATA DAR TEKHOLOGI 

UfFORIiL\SI ERROl DAR 
SUMBER DAYA MINERAL 

PUSAT 
PENGELOLAAN 
BARANG MILIK 

NEGARA 

PUSAT KOMUNIKASI 
PUBLIK 

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 

REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

JEROWACIK 



I 
BIRO 

PERENCANAAN 
DAN KERJA SAIIA 

-, 

BIRO 
KEPEGAWAIAN 

DAN ORGANISASI 

LAMPIRAN II 

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 22 TAHUN 2013 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 
NOMOR 18 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN 
ENERGI DAN SUMBER DA YA MINERAL 

STRUKTUR ORGANISASI 
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 

, 
BIRO KEUANGAN 

MENTERI 

WAKIL MENTERI 

SEKRETARIAT 
JENDERAL 

I 

I 
'-------------------i------------------i--r---------------i 

l 
BIRO 

HUKUM BIROUMUM 

PUSAT 
DATA DAK TEKl'fOLOGI 

IRFORJlASI EJfERGI 
DAK SUMBER DAYA 

MIRERAL 

PUSAT 
PENGELOLAAN 
BARANG MILIK 

NEGARA 

PUSAT 
KOMUNIKASI 

PUBLIK 

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 

REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

JERO WACIK 



I 
BAGIAN 

PENYUSUNAN 
PERATURAN 
PERUNDANG-
UNDANGAN I 

Subbagian 

I--
Penyusunan Peraturan 

I--Penmdang-undangan 
Minyak dan Gas Bumi 

Subbagian 

- Penyusunan Peraturan 
'--Perundang-undangan 

Ketenagalistrikan 

Subbagian 
Penyusunan Peraturan 

--- Perundang-undangan Energi 
Baru, Terbarukan, dan 

Konservasi Energi 
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LAMPIRAN 11-4 

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 22 TAHUN 2013 

TENTANG 

PERU BAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 
NOMOR 18 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN 
ENERGI DAN SUMBER DA YA MINERAL 

STRUKTUR ORGANISASI 
BIRO HUKUM 

BIRO 
HUKUM 

I 
BAGIAN 

PENYUSUNAN 
PERATURAN 
PERUNDANG-
UNDANGAN n 

I 

Subbagian 
Penyusunan Peraturan 

I--Perundang-undangan 
Mineral dan Batubara 

Subbagian 
Penyusunan Peraturan 

I--Perundang-undangan 
Geologi dan Penunjang 

'--

I 
I 

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

I I 
I 1 

I 
RAGlAN 

PENELAAHAN 
HUKUM 

Subbagian 
Peneb"ahan Hukum 

I--
Minyak dan Gas Bumi 

Subbagian 
Penelaahan Hukum 
Ketena&alistrikan, 

Energi Baru, TerbaruIcan, -
dan Konaervasi Energi 

Subbagian 
Penelaahan 

Hukum Mineral, ---
Batubara, dan Geologi 
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BAGIAN 

BANTUAN HUKUM 

I 

Subbagian 
Bantuan Hukum Minyak 

danGasBumi 

Subbagian 
Bantuan Hukum 
KetenasaJiatrikan, 

Energi Baru, Terbarukan, 
dan Konser\'asi Energi 

Subbagian 
Bantuan Hukum 

Mineral, 
Batubara, dan Geologi 
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BAGIAN 

TATA USAHA DAN 
KEARSIPAN 

J 

Subbagian 
...- Tata Usaha t-" 

Menteri 

Subbagian 
l- Tata Usaha t-" 

Wakil Menteri 

Subbagian 
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Subbagian 
I- Tata Usaha Staf Ahli 
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LAMPIRAN 11-5 
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 22 TAHUN 2013 
TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 
NOMOR 18 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN 
ENERGI DAN SUMBER DAY A MINERAL 

STRUKTUR ORGANISASI 
BIROUMUM 

BIRO 
UMUM 

I I 
BAGIAN BAGIAN 

PROTOKOL PERLENGKAPAN 

J 

Subbagian Subbagian 
Protokol r- Rencana Kebutuhan 
Menteri 

Subbagian Subbagian Protokol Wakil Menteri 
t- Pengeioiaan dan Sekretariat 

Jenderal inventaris 

Subbagian Subbagian 
Penatausahaan '-- Distribusi dan 

Perjalanan Pimpinan Peiaporan 
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BAGIAJI 

RUMAH TAllGGA 

.J 

Subbapm 

- Rumah "nIogga 
Menteri daa Wakil 

Mentai 

Subbacian 
f-- Rumah "DIogga 

Sekretarlat.Jenderal 

Subbac,ian 
'-- Pemeliharaan 
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LAMPIRAN XII 

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 22 TAHUN 2013 

TENTANG 

PERU BAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 
NOMOR 18 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN 
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 

STRUKTUR ORGANISASI 

PUSAT PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA 

PUSAT 
PENGELOLAAN 
BARANG MILIK 

NEGARA 

I 

BIDANG BIDANG 

PEl'lATAUSAHAAN PElIIDrDAHTANGANAN, 

BARANG MILIK PENGHAPUSAN, DAN 

l'lEGARA 
PEMANFAATAN BARANG 

JlILIK NEGARA 

I 

I 
Subbidang Subbldanll 

P-enatausahaan 
f--

Pemindahtanganan, 

Barang Milik Negara Pen""'pusan, dan 

Minyak dan Gas Bumi 
Pemanfaalan 8a""'11 Milik 

Negara Minyak dan Gas BUDli 

Subbidang Subbidang Pemindahtanganan, 
Penatausahaan 8arang 

Milik Negara Energi, L..-
Penghapusan. dan 

PelDanfaatan 8arang Milik 
Mineral, Batubara, dan Unit Negara Enei'll, Mineral, 

Utama Batubara. dan Unit Utama 
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FUNGSIONAL 
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BAGIAN 
TATA USAHA 
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Subbagian 
Rencana dan 

Keuangan 
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LAMPIRAN XI 

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAY A MINERAL REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 22 TAHUN 2013 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 
NOMOR 18 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN 
ENERGI DAN SUMBER DA YA MINERAL 

STRUKTUR ORGANISASI 
PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 
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BIDANG 

PENGELOLAAN 
DATA 
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Subbidang 
Pengelolaan Data 

Mi."lyak da."l Gas Bumi 

Subbidang 
PeIlFIoIaan Data Mineral, 

aatubara, Energi Baru dan 
Terbarulcan, Listrik, dan 

Geoloczi 

PUSAT 
DATA DAN TEKNOLOGI 

INFORMASIENERGIDAN 
SOMBER DAYA MINERAL 

BIDANG 
ANALISIS DAN 

EVALUASIDATA 
STRATEGIS 

-' 

Subbidang 
Analisis dan Evaluasi 

I- Data Strategis Minyak 
dan Gas Bumi 

Subbidang 
AnaJiai. dan Evaluasi Data 

Stratqis Mineral, Batubsra, 
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Energi Baru dan Terbarukan, 
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I 
I I 
I I 

KELOMPOK JABATAN 
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BAGIAN 
TATA USAHA 

T 

Subbagian 
Rencana dan 

Keuangan 
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BIDANG 
TEKNOLOGI 
INFORMASI 

J 

Subbidang 

I-
Perencanaan dan 

Penerapan 
Teknologi Informasi 

Subbidang 
Pengendalian dan L- Evaluasi 

Teknologi Informasi 
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I Umum 
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LAMPlRAN XIII 

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 22 TAHUN 2013 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 
NOMOR 18 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN 
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 

STRUKTUR ORGANISASI 
PUSAT KOMUNIKASI PUBLIK 

PUSAT 
KOMUNIKASI 

PUBLIK 

KELOMPOK 
JABATAN 

FUNGSIONAL 

I 

Subbagian 
Rencana dan 

Keuangan 

BAGIAN 
TATA USAHA 

I 
I 

Subbagian 
Umum 
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